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Konsep Gender:

8 SEKS A
Perbedaan organ biologis
laki-laki dan perempuan
khususnya pada
\_ bagian reproduksi. Y,

~~—

e

Ciptaan Tuhan
Bersifat kodrat
Tidak dapat berubah
Tidak dapat ditukar
Berlaku kapan dan
dimana saja

N

)

@ GENDER A
Perbedaan peran, fungsi dan
tanggung jawab antara laki-
laki dan perempuan sebagai

\_ hasil konstruksi sosial )

N

= Buatan manusia

» Tidak bersifat kodrat
Dapat berubah

Dapat ditukar
Tergantung waktu dan

budaya setempat
(U /
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Mosser 1999
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Pembedaan Sifat, Fungsi, Ruang
dan Peran Gender dalam Masyarakat

Laki-laki Perempuan
Sifat Maskulin Feminin
Fungsi Produksi Reproduksi
Ruang Lingkup Publik Domestik

Tanggung Jawab Nafkah utama Nafkah tambahan
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Konferensi terkait ketidak adilan gender:

1950 — 1960
12 Juli 1963
1975
1980

Muncul konsep emansipasi

Economic and Social Council PBB mengeluarkan
Resolusi 861 untuk gerakan global kaum perempuan.

World conference international year of woman di kota
Meksiko. Mendeklarasikan kesamaan antara perempuan
dan laki-laki dalam hal:

a)Pendidikan dan pekerjaan

b)Prioritas pembangunan bagi perempuan

c)Perluas peran serta dalam pembangunan

d)Tersedia data dan informasi peran serta perempuan

Konferensi dunia di Kopenhagen. Mengeluarkan
konvensi mengenai peniadaan seluruh bentuk
diskriminasi terhadap perempuan (Committee on the
Elimination of Discrimination

against Women (CEDAW))
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Tindak lanjut konferensi g

/Istilah GENDER MAINSTREAMING \

(Pengarusutamaan Jender).

Dicanangkan pada pertemuan di Beijing pada 1995

dalam The 4" World Conference on Woman
disepakati semua negara peserta untuk

dijadikan platform dan strategi dasar kebijakan

wembangunan /
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Perkembangan Kesetaraan Gender
di Indonesia

Masa
perjuangan

22 Desember
1928

Pasca
kemerdekaan

= Dengan senjata (Christina Marta Tiahahu,
Tjoet Nyak Dien, Tjoet Meutia)

» Tanpa senjata (Kartini, Dewi Sartika, Maria
Walanda Maramis, Rasuna Said)

Kongres Perempuan Indonesia di Jogjakarta.

Mulai sejajar. Dibuktikan dengan diangkatnya
Maria Ulfah Santoso sebagai Menteri Sosial
pada kabinet Syahrir Il dan dibentuk
Kementerian Negara Peranan Wanita pada
Kabinet Pembangunan IV
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Implementasi Kesetaraan Jender Dan
Pengarusutamaan Jender
di Indonesia

a. UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) , Pasal 28 C, Pasal 28 D (3), Pasal
28 G, Pasal 38 H, Pasal 38 |

b. UU No 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenali
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Kaum
Wanita.

c. UU HAM No 39 Tahun 1999 pada Pasal 45 sampai dengan 57

d. UU No 23 Tahun 2004 Tentang Pengahapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga,

€. Inpres No 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender
| Dalam Pembangunan Nasional.
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Inpres No 9 Tahun 2000
entang Pengarusutamaan Gender Dalam

Pembangunan Nasional.

Merupakan strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara
mengintegrasikan pengalaman, aspirasi kebutuhan dan kepentingan
perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi dari selurun kebijakan, program dan kegiatan di bidang
pembangunan

Wujud implementasi untuk menguatkan konsep gender agar diitegrasikan ke
dalam semua sektor kebijakan pembangunan nasional atau yang lebih
dikenal dengan Gender and Development.
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Inpres No 9 Tahun 2000
entang Pengarusutamaan Gender Dalam
Pembangunan Nasional.

Makna:

1. gender diintegrasikan dalam kebijakan dan
organisasi, mulai dari perencanaan,
pelaksaaan, pemantauan dan evaluasi

2. mengintegrasikan gender dalam
pembangunan.
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g Birokrasi

menuriMax Webeéentuk organisasi yang paling
rasional dengan karakteristik, system kewenangan
yang hierarkis, pembagian kerja yang sistematis,
kontrol operasi melalui system aturan yang berlaku
secara konsisten, aplikasi kaidah-kaidah umum ke
hal-hal yang spesifik dengan konsisten, seleksi
pegawai yang didasarkan pada kualifikasi dan standar
yang obyektif dan sistem promosi berdasarkan
senioritas atau jasa atau keduanya.

- =

Birokrasi era globalisasi
fleksibel, flat, efisien, dan simpel
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UU ASN ——) sistem MERIT

SISTEM MERIT adalah
kebijakan & Manajemen
ASN berdasarkan
kualifikasi , kompetensi
dan kinerja  secara adil
dan wajar tanpa
membedakan latar
belakang politik, ras, warna
kulit, agama, asal usul,

jenis kelamin, status
pernikahan, umur, atau
kecacatan.

. Seleksi & promosi secara adil &

kompetitif
Menerapkan prinsip fairness

Penggajian, reward and
punishment berbasis kinerja

. Standar integritas dan perilaku

untuk kepentingan publik

Manajemen SDM secara efektif
dan efisien

Melindungi pegawai dari
intervensi politik dan dari
tindakan semena-mena
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KOMPETENSI UU 5/2014

JENIS
KOMPETENSI

Manajerial

Teknis

Sosio-kultural

DEFINISI

pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang
dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk
memimpin dan/atau mengelola unit organisasi

pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang
dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik
berkaitan dengan bidang teknis jabatan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang
dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan
pengalaman berinteraksi dengan masyarakat
majemuk dalam hal agama, suku dan budaya,
perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilali,
moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh
setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil
kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan

€ INTEGRITAS () PROFESIONAL - INOVATIF ' PEDULI
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DATA PNS RI BERDASARKAN JABATAN

M Laki-laki ® Perempuan
208,184

37%
125, 312
72.904 20%
14% 12%
( 17,354 ( 19 333
556 91 B 2481

JPT Madya JPT Pratama  Jab Administrator Jab Pengawas
n= 647 n= 19.835 n=92.237 n= 333.496
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SEBARAN PEJABAT
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LAKI-LAKI ®mPEREMPUAN

& INTEGRITAS (®) PROFESIONAL €53 INOVATIF () PEDULI



AK seluruh Indonesia

WANITA, 34%
25 orang

PRIA, 66%
48 orang
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gender
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Penghampat

« Status keperempuannya: Kultur, agama,
feodalisme dan patriarkhi (menempatkan
laki2 sebagal superior)

« Stereotip jender yang mendudukkan
perempuan dalam status lemah

» Faktor biologis dan seksualitasnya, peran
domestik menyita waktu

v
Mmﬁ%ms () PROFESIONAL ~ INOVATIF " PEDULI
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Barriers and Opportunities for woman’s advancement
in the public service

PROMOTION
Faktor struktural Faktor Dukungan Faktor Perilaku
ENTRY POSITION
Employers believe women Employers provide Employer believe woman
Can get along maternity leave can do the job

EDUCATION AND TRAINING

L

Parental decision to Availability to girls of Girls decision to develop
Sendgirls to school full range of subject ambition and pursue goals

BASIC SOCIALIZATION TO ATTITUDES AND VALUE

Media Family Religion Community Culture

Col J.M.Women in Bureaucracies : Equity, Advancement and Public Policy
Strategies (dalam Turner dan Hulme,1997)
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Faktor struktural , dukungan dan perilaku.

 Faktor struktural mencakup perbedaan gaji, jenjang karir yang
tidak imbang , aturan promosi yang diskriminatif, distribusi
jabatan dan sistem evaluasi yang bias gender, serta aturan
hukum yang berlaku.

« Faktor dukungan mencakup urusan rumah tangga, urusan
anak, hubungan rekan sejawat, solidaritas diantara
perempuan, organisasi perempuan, dan asosiasi profesional.

- Faktor perilaku mencakup pelatinan, kontak personal atau
jaringan, motivasi untuk memperoleh keberhasilan,
keberanian menanggung resiko, fleksibilitas, keberanian
memegang kekuasaan, keahlian sebagai supervisor,
kemampuan membangun tim kerjasama, dan tidak adanya
pembedaan peran.

€ INTEGRITAS () PROFESIONAL - INOVATIF - PEDULI
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Faktor2 yang mempengaruhi untuk
duduk dalam jabatan

(1) tingkat keyakinan atasan atau pimpinan akan
kemampuan perempuan untuk bekerja seperti
halnya laki-laki,

(2) kesediaan atasan atau pimpinan memberikan
perlakuan khusus bagi perempuan terutama yang
menyangkut fungsi kesehatan reproduksinya, dan

(3) keyakinan atasan akan kemampuan atau
» . kKompetensi kerja perempuan

€ INTEGRITAS () PROFESIONAL " INOVATIF ' PEDULI
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What should we do

« Tumbuhkan dulu solidaritas di kalangan
perempuan, jangan persaingan!

« menumbuhkan pemahaman dan
kesadaran laki-laki tentang adanya
tatanan budaya yang tidak adil dan

bertentangan dengan nilai hak asasi
manusia,

« Memperbaiki kebijakan yang bias jender
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